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* QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2012

TIENTANG

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DI KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLATITRRAHIMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAIL YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIEE JAYA,

Menimbang : a. bahwa  sisterm pemerintaohan Negara  Kesatuan  Republik
o

Mergingat :

1.

[ndonesia menurul Undung-Undang Dasar 1945 mengakui
dan menghormati sataan pemerintahan daerah yang bersilat
khusus dan istimewan dan dalam rangka pelaksanaan Mou
Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah  Republik
Indonesia dan Gerakun Aceh Merdeka  (GAM),  yang
mencgaskan komitimen  untuk menyelesaikan konflik Aceh
secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat
bagi scmua, dan para pthak bertekat untuk menciptakan
kondisi, schinggn  pemerintahan rakyat  Aceh  dapat
diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil
dalam negora kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia;
bahwi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) hurul [ dan Pasal 95 ayal
(1} Unding-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrahy cdan  Rewribusi Dacrah, yang menycbutkan Pajak
Mineral Bukan Logion dan Batuan merupakan salah satu jenis
Pajuk  kabupaten/kotin  dan ditetapkan  dengan  Peraturan
Dacrah;

balhwia  herdosarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud
dalam hural o, dion hueal b, perlu membentuk  Qanun
Kabupiten Pidie Josva tentang Pajak Mineral Bukan Logam
dan Boatuan di Kabupaten Pidie Java,; -

Undang Undiang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negira Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surin Paksa (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686) scbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajok dengan Surat Paksa {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);




3.

~

9.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4 189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor <355);

.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan  dan Tanggung  Jawab Keuangan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor
4441},

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor <1437) schagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004  tentang Pemerintaban Dacrah (Lembaran  Negara
Republik  Indonesin Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Unduang Nemmor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Acch (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 20006
Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4633);

Undang-Uncdang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Pidic Java di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4683);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor, 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 wntang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);




14. Peraluran Pemerintah Nomor 58  Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangin Dacrah (Lembaran Negara Republik
Inclonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indanesin Nomor 4578);

15. Peraturan  Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005  tentang
Pedoman Pembinann dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

16, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentil Pungutan Pajak
Dacrah dan  Retribusi Dacrah{Lembaran Negara Republik
Indonesi Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S101);

[7. Qanun  Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pembentulcin Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

18. Qanun Kabupaten Pidic Java Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pokok Pokok Pengeloluan  Keuangan Dacrah  (Lembaran
Dacrah Kabupalen Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2).

Dengan Perscetujudnt Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN
PIDIE JAYA. :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ganun ini yany dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah  Pusat yvang  sclanjutnya  disebut pemerintah
adalah  Presiden  Republik Indonesia yang  memegang
kekuasaan pemerintahian Negara Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Acch adalah pemerintahan daerah provinsi
dalam sistem negara kesatuan  Republik Indonesia vang
menyelenguarakan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh
pemerintah dacrah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Acch
sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Dacrah adalah Kabupaten Pidie Jaya.

4. Kabupaten adalalv kabupaten Pidie Jaya yang merupakan
bagian dari daerah provinsi Aceh yang dipimpin oleh seorang
Bupati.




Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten
Pidic  Java  scbagai penyelenggaraan urusan  yang
dilaksanakan  oleh pemerintah kabupaten dan  Dewan
Perwaldilan  Rakyat  Kabupaten Pidie Jaya sesuar dengan
fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pemerintah - Kabupaten  adalah  unsur  penyelenggarazn
pemerintahan  kabupaten  yang terdiri atas bupati dan

.perangkat kabupaien.

8.

9.

Buputi adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang
dipitih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dewan  Perwakilun Rakyat Kabupaten yang selanjutnyva
disingkat DPRI iclalaly unsur penyelengaraan pemerintahan
Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih  melalu
pemilihan umum sesual dengan perundang-undangan.
Satuan Kerja Perangkatl Kabupaten yang selanjutnya
disingkat SKPK adalah unsur penyelenggara Pemerintah
Kabupaten Pidic Java.

10. Dinas adalah Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan

Aset Dacrah Kabupaten Pidie Jaya.

P 1. Peraturan Bupati Unh Peraturan Bupati Pidie Jaya.
12. Kas Dacrah adalah Kas Dacrah Pemerintah Kabupaten Picdie

Jayel

13. Pejabal  adalah  pegawni negeri sipil yang diberi (ugas

14,

15.

16.

18

tertentu  di bidang  perpajakan  dacrah  sesual  dengan
peraturan perundanyg-undangan.

Badan adalah sckumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang lidak mclokukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perscroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Duaerah dengan nama atau dalam
bentuk  apapun, lirma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persckutuan, perkumpuian, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial polilik atau organisasi lainnya, lembaga,
dan bentuk badan lainnya termasuk  kontrak investasi
kolektil dan bentuk usaha tetap.

Pajak Daerah adalih kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang  oleh orang pribadi atau  badan yang Dbersifat
memitksa  berdasarkan Undang-Undang, dengan  tidak
mendapatkan  nnbatan sceara langsung dan  digunakan
untuk keperfuan dacrah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyal,

Pajuk Mincral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya
dischut Pajak adalaly Pajak atas kegiatan pengambilan
mincral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam i
dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan

19.

20. W

loganm can batuan sebhagaimana  dimaksud  di - dalam
peraturan perundang-undangan di bidang mincral dan
batubira.
Subjek Pajuk adalah orang pribadi atau dedn yanyg dapat
dikenakan Pajak.
Objck Pajak adalah kegialan pengambilan Mineral Bukan
Logam dan Batuan.

Wajib Pajuk adaluh orang pribadr atau badan yang menurut
Peraturan  Perundang-undangan  wajib  pajak  diwajibkan
untuk melakukan pembaviran Pajak.
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21. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
sampai dengan 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar
bagi wajib Pajuk untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang.

22 Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya i (satu)
tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

23. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalun masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau
dalam Bagian Tahun Pajak  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-uncimgan perpajakan daecrah.

24, Pemungutan adalah sustu rangkaian Kegiatan mulai dari
penghimpunan datit objek dan subjek pajals, penentuan’
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak kepada Wajib Pajuk serta pengawasan penyetorannya.

25. Surat Pemberitahuan  Pajak  Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan  penghitungan dan/atau
pembayaran pajuk, objek pajak dan/atau bukan objek pajuk,
dan/atau harta dan kewnjiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan dacrah.

26. Surat Seloran Pajak Dacrah, yang selanjutnya disingkal
SSPD, adalah bukti pembuyaran atau penyetoran pajak yang
telah dilakukan dengan mmenggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cura lain ke Kas Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

27. Surat  Ketetapan  Pajak  Dacrah  Kurang Bayar, yang
selanjutnyit  disingkat SKPDKB, adalah  surat ketetapan
pajak  yang menctukan  besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajuk, besurnya sanksi adininistratil, dan jumlah pajak yang
masily harus dibayvar,

28, Surat Ketetapan Pajuk Dacrah Kurang Bayar Tambahan,
yang sclanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat
ketetapan pajak vang menentukan tambahan atas jumlah
pajik vang telah ditetapkan, r

), Surat  Ketetapan  Pajuk Daerah Nihil,  yang selanjutnya
disinglkat  SKPDN, adadah surat ketetapan pajak yang
mencenwukan jumlah pokok pajuk sama besarnya dengan
jumlah kredit pajuk atau pujak tddak terutang dan tidak ada
kredil pajak.

30. Sural Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumbih kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pujak lebih - besar caripada pajak yang
terutang atau scharusnya tidak terutang,

31. Surat Tagihan Pajuk Dacrah, yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat unwuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administrasi  berupa bunga dan/atau
denda.

R
X8




32. Surat Kepurusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam pencrapan  ketentuan  tertentu  dalam
peraturan perundang-undangan  perpajakan daerah yang
terdapat dalam Sural Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Duerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kuranyg Bayar, Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Kcetetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Dacrah Lebil Bayar, Surat Tagihan Pajak
Dacrah, Surat  keputusan  Pembetulan,  atau Sural
Keputusan Keberatan.

33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Tertutang,
Surat Keletapan PPajuk Duaerah, Surat Ketetapan Pajak
Dacrah Kurang Bayvar, Sural Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
yang diajukan oleh wajib Pajak,

34, Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas bhanding lerhadap Surat Keputusan Keberatan yang
digjukan oleh Wajibh Pajak. ,

35. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
sccara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi
keunngan  yang  meliputi - harta,  kewajiban, modal,
penghasilan dan biava, scrta jumlah harga perolehan dan
penverahan  barang  alau jasa, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neiraca dan laporan

‘ labu/rugi untuk periode Tahun Pajak dan/atau Tahun Buku
terschut.

36. Pemuriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah  data,  kelerangan, dan/atau  bukti  yang
dilaksanakan scearn objektil dan prolesional berdasarkan
sualu  standar pemeriksaan  untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dacrah dan/atau tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah,

37. Penyidikan tinduk pidana di bidang perpajakan daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan  dacrah  yang terjadi  serta  menemukan
tersangkanya. a

BAB 11
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2
Dengan nama Pajak Mincral Bukan Logam dan Batuan dipungut
pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan
batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan
bumi untuk dimanfaatkan.



Pasal 3

(1) Objek Pajuk adalah kegiatan pengambilan
Logam dan Batuan vang schagal bertkut :
1. Mineral Bukan Logam meliputi:

a.
b.
o
d.
e,
[,

> R)

—_—

aa.

bb.

CcC.

dd.

ce.

IT.

oo
oo

hh.

1.
i,
i

klc.

I1.

[T

nn.

Q0.

ntan:

intan;
korundum;
uralit,

dESCn pasir kuarsa,
Muorspar;
kriolil;
vodium;
hroni;
clor;
belerang;
foslat
halit;
asbes:
(allk:

mika;
magnesil
yarosit;
oker;
[ulorit;
ball clay;
fire clay;
ziolit;
kaolin;
feldspar;
bentonit;
gypsum,
dolomite;
calsit;
rijang;
[iropilit;
kuarsil;
ZIrcon;
wolaslonit,
lawas;
bhatu kuars:a,
perlit;
oaram batu;
clay;

halu gamping untuk semen;
hasal;

varosif;

2. Batuan mecliputi:

batu kapur;

pumic;

lras,

toseki;

obsedian;

nmariai;

perlit;

tanah diatome;

tanah serap (luller carth);

Mineral

Bulkan



k. granit,
I granodiorit;
m. andesit;
n. gabro;
o. peridotit;
p. basalt;
q. lrakhit;
r. leusit
s, tanah lat;
t. tanah urug;
u. batu apung;
v. opal;
w. kalsedon;
x. batu setengah permalta;
y. chert;
. Kristal kuarsa;
aa. jasper;
bb. krisoprase;
ce. kayu terkersikan;
. diorite;
1j- topas;
kk. batu gunung;
Il. quarry besar;
mm.gamet;
nn. giok;
00, agal;
pp. kirikil galian dari bukig,
qq. kerkil sungar;
rr. batu kali;
ww. kerikil sungai ayak tanpa pasir;
XX. pasir urug;
zz. kerikil berpasiv alami (sirtu);
aaa. bahan timbunan pilihan (tanah);
bbb. urukan tanah sctempatg;
cee. tanah merah (laterit);
ddd. batu gamping;
ecee. onik;
[I.  pasir laut,
iii. pasir yang lidak mengandung unsur mineral logam
atau unsur minceral bukan logam dalam jumlah yang
berarti ditinjau dari scgi ekonomi pertambangan.

(2) Dikecualikan dari objek Pujak sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) adalah

al.

b.

kegintan pengmnbilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
yang nyala-nyata tdak dimanfaatkan secara komersial,
seperti - kegiatan pengambilan tanah untuk  keperluan
rumah  tangea, pemancangan  tiang  listrik/telepon,
penanaman  kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/
gas; dan :

kegintan pengambilun Mineral Bukan Logam dan Batuan
yung merupakan  ikutan  dari kegiatan  pertambangan
luinnya, yang tidak dimanlaatkan secara komersial.



Pasal 4

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

{2) Orang Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Wajib memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten sesuai
peraturan perundang-undangan.

(3) Wajib Pajak adaluh  orang  pribadi  ataw  Badan yany
mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

X Pasal S

(1) Dasar Pengenaan Pajuk adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan
Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Nilai jual sebaganmana dimaksud  poada avat (1) dihitung
dengan mengalikan volume/ tonasce hasil pengambilan dengan
nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral
Bukan Logam dan Batuan,

(3) Nilai pasar scbagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
harga rata-rata yang berlaku dilokast setempat di daerah
yang bersangkutan.

(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan
Logam dan Batuan sebaganimana dimaksud pada ayat (3) sulit
diperoled, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh
mstansi  yung  berwenang  dalam bidang  pertambangan
Mincral Bukan Logiun dan Batuan,

Pasal 6
Taril Pajuk ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai
I
pasar yang diteltapkan dengun Keputusan Bupati.

Pasal 7
Besaran  Pokok Pyak vang terutang  dihitung  dengan  cara
mengalikan taril schagnimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan
dasar pengenaan pajuk schagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1).

BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan, Masa Pajak,
dan Tahun Pajak

Pasal 8
(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat
pengambilan Mincral Bukan Logam dan Batuan.
(2) Masa Pajak untuk Pajuk Mineral Bukan Logam dan Batuan
adalah jangka waktu 1 {satu) bulan kelender.

!
Pasal 9
Saal Pajuk Terutang adalah pada saat pengambilan  Mineral
Bukan Logam dan Batuan.




Bagian Kedua
Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak

Pasal 10

(1) Untuk mengetahui jumtah  potensi pajak, Instansi yang
berwenang melakukan pendataan dan pendafltaran jumiah
Wajib Pajak.

(2) Kegiatan pendataan dan pendaltaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diawali dengan pengisian [ormulir pendaltaran
oleh wajib pajak sccara benar dan jelas,

(3) Formulir schagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan
kepada Bupati atau pejabal yang ditunjuk untuk didata,
sclanjutnya dicalat dalam daftar pembuatan NPWPD dan
dicantumkan pada sciinp dokumen perpajakan daerah.

(4) Berdasarkan formuliv pendaltaran, Bupali atau pejabal yvang

ditunjuk menerbitkan NPWPD kepada wajib pajak dan dicatat

dalam daltar induk Wajih Pajak scsuat dengan jenis Qbjek

Tajuk.

r
Pasal 11 .

Setiap 3 (tiga) bulan sckali wajib pajak yang telah memiliki

NPWPD wajib mengisi formulir pendataan dengan lengkap

dan  Dbenar serta ditandatangani oleh  wajib  pajak  atau

kuasanya dan disumpaikan kepada Bupati atau pejabat yang
citunjuk.

(2) Scluruh data vang diperoleh dart data isian sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dihimpun dan dicatat dalam daltar
wajib pujak dan kartu data, yang merupakan hasil akhir yang

—
—_

akan dijadikan schagai dasar perhitungan dan pendataan
pajak terutang atau scbagai dasar pemeriksaan SPTPD yang
dilaporkan oleh Wajih Pajak.

Pasal 12

(1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), wajib
diisi oleh wajib pajak dengan jelas, benar dan lengkap dan
diserahkan kepada Bupati, melalui Dinas paling lama 30
{tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya SPTPD oleh subjek
pajak. |

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
pejabat  yang herwenang  dalam  bentuk formulir  yang
memuat antara lain:
a. nama objek pujuk;

data objek pajuk;

c. data letak objek pajak;
d. data subjek pajak; dan
e. pernyataan subjek pajak.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penetapan dan Pemungutan Pajak

Pasal 13
Wajib  Pajak, wanb menghitung, memperhitungkan dan
menetapkan pajak terutangnya sendiri dengan menggunakan
SPTPD schagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) /

™oew vl 1 A



(2)

(1)

(2)

(4)

Pasal 14
SPTPD schagaimana  dimaksud dalam Pasal 13 harus
disampaikian kepada Kepala Dinas, paling lama 15 (lima
belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. '

Bagian Keempat
Petugas Pemungut

.

Pasal 15
Pemungutan pajak dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
Untuk kelancaran  pemungutan  pajak, Bupati dapat
mengangkal petugas pemunigut pajak.
Pengangkatan pcelugas pemungul sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berasal darl aparatur pemerintah
gampong.
Petugas pemungul scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
diangkat oleh Bupali.
Pengangkatan pctugas schagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah ganun ini
diundarigkan.

Pasal 16

Dalam jangka wakiu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya

pajak, Bupati dapat meherbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar,

2) jika SPTPD lidak disampaikan kepada Bupati datam
jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis
tidak  disampaikan  pada  waktunya  sebagaimana
ditentukan dalam surat teguran; dan

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung sccara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yung
semula belum terungkap yang menycebabkan penambahan
jumlah pajak yang lerutang; dan

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKEB
sebaguimana dimaksud pada ayat (1) hurul a angka 1} dan
angka 2) dikenakan  sunksi administratil berupa  denda
sebesar 2% {dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh cmpal} bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.

Jumlah kekurangin pajak yang terutang dalam SKPDKBT

schaguimana  dimaksud pada ayat (1) hurul b -dikenakan

sanksi administratil’ herupa kenaikan scbesar 100% (scratus
persen) dari jumlah kelkurangan pajak tersebut.

Kenaikan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (3] tidak

dikenakan jika Waujib Pajuk  melaporkan sendiri sebelum

dilakukan tindakan pemceriksaan.

I
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(5) Jumiah pajuk yang terutang dalam SKPDKB  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul a angka 3) dikenakan sanksi
administratil berupa kenaikan denda sebesar 25% (dua puluh
lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratil
berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau lerlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung s¢jak
saal terutangnya pajak.

Ragian Kelima
Surat Tagihan Pajak

Pasal 17

(1) Bup"itl dapat menerbitkan STPD jika :

1. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan

b.ddl] hasil  penclitian SPTPD terdapat kekunangan
pembayaran schagid akibat salah tulis dan/ataun salah
hitung.

(2} Jumiah kekurangan puojak yang terutang dalam STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf-a dan hurul b
ditambuh dengan sanksi administratif berupa denda sebesar
2% (dua persen) sctinp bulan untuk paling lama 15 (lima
pelas) bulan scjuk saal terutangnya pajak.

(3) STPD schagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui tahap-tahap sebagai berikut:

A. surat teguran,
b. surat peringatan; dan

(4) Surat teguran sebagnimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dikeluarkan 7 (tujuh) hari  sejak  saat jatuh tempo
pembayaran,

(5) Apabila sural teguran scbagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak diindahkan olch wajih pajak maka Bupati atau pejabat
yang ditunjuk mengeluarkan  surat peringatan setelah 7
{tujuh) hari.

Pasal 18

(1) Pajak yang lerutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD,
Sural Keputusan Pembetulan, Sural Keputusan Keberatan,
dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang
harus dibavar bertimbah merupakan dasar penagihan pajak
yang ldak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada
waklunva dapat ditagih dengan surat paksa.

(2) Untuk menindaklunjuti surat paksa scbwalmana dimalksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh jurusita.

(3) Jurusita schagaimana dimaksud pada ayat (2) d]LunJuk oleh
Bupali.

(4) Sural paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
oleh Bupati

(5) Surat  paksu  diberitahukan  oleh Jurusita Pajak dengan
pernyataan dan penveradhan Surat puksa kepada Penanggung
Pajak.

(6) Pemberitahuan Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) dituangkan dalam Berita Acara yang sckurang- kurangnya
memual hari dan tanggal pemberitahuan Surat paksa, nama
Jurusita  Pajak, numa yang menerima, dan (empat
pemberitahuan Sural paksa. /



(7)

(9

(10)

(11)

(12)

(13)

t

Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh

Jurusita Pajak kepacla:

a. penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau i
tempat lain yang memungkinkan;

b. orang dewasa yang bertempalt tinggal bersama ataupun yang
bekerja  di  lempat  usaha  Penanggung  Pajak, apabila
Penanggung Pajuk viang bersangkutan tidak dapat dijumpai,

c. salah scorang ahli waris atau pelaksana wasial atau yang
mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah
meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau

d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia
dan harta warisan telah dibagi.

Sural paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak

kepada:

a. pengurus, pemegang saham, dan pemilik modal baik cli
tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat
tinggal mercka maupun di empat lain yang memungkinkan;
atau

b. pegawai tingkat pimpinan di tempat kedudukan atau tempat
usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak
tidak dapal  menjumpai salah  seorang  sebagaimana
dimaksud pada hurul a.

) Dalam  hal Wajib Pajuk  dinyvatakan pailit, Surat  Paksa
diberitahukan  kepada Hakim Komisaris atau Balal Harta
Peninggalan, dan dalam hal Weajib Pajuk dinyatakan bubar
atau calam likuidasi, Surat paksa diberitahukan  kepada
orang atau  baduan  yang dibebani  untuk  melakukan
pemberesan, atau likuidator,

Dalam hal Wajib Pajuk menunjuk seorang kuasa,dengan surat
kuasa  khusus untuk  menjalankan  hak dan  kewajiban
perpajukan,  Surat Paksa dapat  diberitahukan  kepada
penerima kuasa dimaksuae,

Apabila pemberitahuan Surat paksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan avat (5) tidak dapat dilaksanakan, Surat
Paksa  disampaikan  melalui pemerintahan gampong
selenipitl.

Dalam hai Wajib Pajak alau Penanggung Pajak tidak diketahui
temput linggalnya, tempuat usaha, atau tempat kedudukannya,
penyampaian  Surat  Paksa  dilaksanakan dengan cara
mengumumkan mekailul media massa.

Dalam hal Penanggung Pajuk menolak untuk menerima Surat
paksa, Surat paksa dimaksud ditinggalkan namun dilakukan
pencatatan dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak
tidak mau mencrima Surat paksa, dan Surat paksa dianggap
telah diberitahukan.




Pasal 19

(1) Apabila jumlah pajak vang masih harus dibayar tidak dilunasi
dalam jangka wakiu 2 x 24 jam sesudah tanggal
pemberitahuan Surat paksa, Pcjabat yang ditunjuk segera
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

(2) Barang milik Peminggung Pajak yang dapat disita acalah
barang yang berada i tempat tinggal, tempat usaha, tempat
kedudulkan, atau i tempal lain  termasuk  yang
penguasaannya  berada di ltangan  pihak lain atau yang
dijaminkan scbagai pelunasan utang tertentu yang dapal
berupit: '

. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai,
dan deposito berjangka,  ubungan, saldo rekening koran,
giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
oblizasi, siuham, atau sural berharga lainnya, piutang, dan
penyvertaan modal pada perusahaan laing dan atau

b. baranyg tidak Dbergerak termasuk tanah, bangunan, dan
kapal dengan ist kotor tertentu. '

(3) Barang-barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus distempel atau disegel.

(4) Tata cara penyitaan dan bentuk stempel atau segel ditelapkan
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

(1) Apabila utang pajuk dan atau biaya penagihan pajak tidak
dilunasi sctelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang
melaksanakan penjualan secara lelang atau tidak  secara
lelang, maupun menggunakan atau  memindahbukukan
barang yang disita untuk pelunasan utang pajak dan atau
biaya penagihan pajouk dimaksud.

(2) Penjualan secara lelang dilakukan melalui Kantor Lelang dan
dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat
belas) hari terhitung scjak Pengumuman Lelang;

(3) Pengumuman Lelang scbagaimana dimaksud pada ayat (2},
dilaksanakan paling cepal setelah lewat jangka waktu 14
(empat belas) hari terhitung sejak penyitaan.

(4) Apabila hasil lelang dudah mencapai jumlah yang cukup
untuk melunasi biava penagihan pajak dan utang pajak,
maka pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang serta
kelebihun uang hasil lelung dikembalikan oleh Pejabat kepada
Penanggung  Pajuk  paling lambat 3 (tiga) hari  setelah
pelaksanaan lelang,.

() Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum melunasi
jumlah pajak lerutang sclelah lewat 14 (empat belas) hart
sejak langgal peloksanaan Surat Perintah Melaksanakan
Penyilaan, Pejabal vang diltunjuk mengajukan permintaan
penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negura.

(6) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hart, tanggal, jam,
dan tempat pelaksinaan lelang, Jura Sita memberitahukan
dengan segera secara ertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21
Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk
pelaksanaan penagihan  pajuk  daerah  ditetapkan dengan
Keputusan Bupati,



Bagian Keenam
Tatacara Pembayaran

) Pasal 22

(1) Pembayaran Pajak vang terutang harus dilakukan sekaligus.

(2) Pajak dilunasi paling lambat 30 {tiga puluh) hari kerja setelah
saat terutangnya pajak vang merupakan tanggal jatuh tempo
bagi Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya.

(3) Apabila pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang
ditunjuk, hasil pencrimaan pajak harus disetor kekas daerah
paling lambat | x 24 jam atau dalam waktu yang telah
ditentukan oleh Bupali.

(4) Wajib Pajak, wajib membayar atau menyetor pajak yang
terutang dengan menggunakan SSPD ke kas daerah melalui
tempat pembayaran vang ditunjuk oleh Bupati.

(5) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Kceberatan, dan Putusan Banding, yang
menycbabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan.

(6) Bupali atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan
kepada Wajib  Pajuok  untuk  mengangsur atau menunda
pembayaran pajak, dengan dikenakan denda scebesar 2% (dua
persen) sebulan.

(7} Ketentuan lebith  lanjut  mengenal  lata cara pembayaran,
penyctoran, pembayaran dengan angsuran, dan penundaan
pembayaran pajak dintur dengan Peraturan Bupatt.

Pasal 23
(1) Pembayaran Pajak vang terutang dilakukan di Kas Dacrah
atau tempat lain yang ditelapkan oleh Bupatl.
(2) Pembayaran Pajak  schagaimana  dimaksud pada ayal (1)
ditakukan dengan menggunakan SSPD.
(3) Bentuk, jenis, ukuran  dan  latacara  pengisian  SSPD,
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KEBERATAN, PEMBETULAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 24
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada

Bupati atau peiabat yang ditunjuk atas suatu :

a. SKPD;

b. SKPDKE;

c. SKPDKBT;

d. SKPDLB;

¢. SKPDN, dan

[. pemotongan alau  pemungutan oleh  pithak  ketiga
berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan daerah.



(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau
pemungutan sebagaimana-dimaksud pada ayat (1) hurul f,
kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya.

(4) Keberatan dapal digjukan apabila  Wajib  Pajak telah
membayar paling scdikil 2% (dua persen).

(5) Keberalan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada avat (1), avat (2), ayvat (3), dan ayat (4) tdak
dianggap  sebagai  Surat Keberatan  schingga  tdak
dipertimbangkan.

(6) Tande  pencrimaan  sural keberatan yang diberikan oleh
Bupali atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman
surat keberatan melalui sural pos tercatat sebagai tanda bulkti
penerimaan surat keberatan,

Pasal 25

(1) Bupati dalam jungka waklu paling lama 12 (dua belas) bulan,
sejak tanggal Surat Keberatan diterima  harus memberi
Kepulusun atas keberatan yang digjukan.

(2} Keputusan Bupali alas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya  atau  schagian, menolak, atau  menambah
besarnya pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu schagaimana dimaksud pada ayat (1)
telabh  lewat dan Bupati @ tdak memberi suatu keputusan,
keberatan yang dinjukan tersebut dianggap dikabutllkan.

Bagian Kedua
Pembetulan

Pasal 26

(1) Atas permohonan delb Pajak atau karena _]clb:ltrlnnyd Bupati
dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN
atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan
tulis  dan/atau kesalahan  hitung dan/atau kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan dacrah.

(2) Bupati dapat:

a. mengurangkan aldau menghapuskan sanksi ddmlnl‘-:l.rdi.ll
berupa denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut
peraturan perundang-uncangan perpajakan daerah, dalam
hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhllafan Wajib
Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan alau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;,

¢. membatalkan hasil pecmeriksaan atau ketetapan pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesual dengan tata
cara yang ditentukan; dan

d. mengurangkan Ketetapan  pajak  terutang berdasarkan
pertimbangan kcmampuan membayar Wajib Pajak atau

kondisi tertentu objek pajak.

‘¥



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau
penghapusan sanksi administratil dan  pengurangan atau
pembatalan ketetapan pojuk schagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati |

Bagian Ketiga
Banding

Pasal 27

(1) Wayib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada Pengadilan  Pajak - terhadap keputusan mengenai
keberalannva yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Permohonan banding schagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan
alasan yang jelas dualam jungka waktu 3 (tiga) bulan sejak
keputusan diterima, dilampirt salinan dari surat keputusan
keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban
membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding.

Pasal 28

(1) Jdika = pengajuan keberatan atau pemohonan banding
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran
pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2%
(dua persen) sebulan untuk paling lama 24 {dua puluh empat)
bulan. -

(2) Imbalan sebagaimuna dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberaltun Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratil berupa
denda schesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak
berdasarkan keputusan kcberatan dikurangi dengan pajak
yang lelah dibayar scbelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pujak mengajukan permohonan banding,
sanksi administratil berupa denda sebesar 50% (lima puluh
persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajuk dikenai sanksi administratil berupa
denda scbesar 100% (scratus persen) dari jumlah pajak
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal’'29

(1) Atas kelebihan  pembavaran  Pajak, Wajib  Pajak  dapat
mengajulkan permohonan pengembalian kepada Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk sccura tertulis dengan menyebutkan
sekurang-kurangny :

1. nauna dan alamat Wajib Pajak;

masa Pujalk;

besarnva kelebihan pembayaran pajak; dan

d. alasan yang jelas. /

[alie e
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(2) Bupali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan,
sejak  diterimanya  permohonan  pengembalian kelebihan
pembayuaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus memberikan keputusan,

(3) Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila  Wajib Pajak mempunyal utang pajak lainnya,

kelebihan pembayaran Pajak secbagaimana dimaksud pada

ayat (1} langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang Pajak tersebut. '

Pengembalian kelcbihan pembayaran Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling

lama 2 (dua) bulan scjak diterbitkannya SKPDLB.

(8) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan
sebesar 2% (dua persen) sebulan  atas  keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

(9) Tata cara pengembalian  kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

(5

—

BAB VII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui waklu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Pajak, kecuuli apabila Wajib Pajak melakukan
tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung
maupun tidak langsung, .

(3) Dalam hal diterbitkan  Surat Teguran dan surat Paksa
sebaganimana dimaksud pada ayat (2) hurul a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejuk langgal penyampaian Surat Paksa
tersebul. .

(4) Pengakuan  utuang  Pajuk  sccara  langsung  sebagaimana
dimaksud pada avat (2) hurul b adalah Wajib Pajak dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak
cdan belum melunasinva kepada Pemerintah Kabupaten.

(5) Pengakuan  utang  secara tidak  langsung  sebagaimana
dimaksud  pada ayat (2) hural b dapat diketahur  dari
pengajuan permohionan  angsuran  atau  penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 31
(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah  kedaluwarsa  dapat
dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak
vang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).
| /
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{3) Tata cara penghapusan piutang Pajak vyang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 32
(1} Wajib Pajak yang mclakukan usaha dengan omzet paling
sedikit Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah)
pertabhun  weyib  menyclenggarakan  pembukuan atau

pencatatan.

(2) Wajib Pajak yang mempunyai omzet usahanya kurang dari
300.000.000,- (tiga ratus jula rupiah) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berkcwajiban untuk memberi laporan secara
tertulis kepada Bupuli sctiap 3 (tiga) bulan sekali.

(3) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet seita tata
cara pembukuan atau pencatatan dan pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Bupati. ;

Pasal 33
(1) Bupali atau pejabal yang ditunjuk berwenang melakukan
pemeriksaan  untuk  mengujl kepatuhan  pemenuhan
kewajiban perpajakan dacrah cdalam rangka melaksanakan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2) Wayiby Pajak yang diperiksa, wajib: .

a. memperlhihatkan  dan/atau meminjamkan  buku  atau
catatun  dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen
leun yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
b. memberikan  kesempatan  untulk memasuki tempat atau

ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan

guna kelancaran pemertksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperiukan.
Ketentuan lebih lanjul mengenai tuta cara pemeriksaan Pajak
diatur dengan Peraturan Bupald.

o,

&

BAB IX
INSENTIF PEMUNGUTAN

. Pasal 34

Instansi, pejabat dan petugas pemungut yang ditunjuk untuk

melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas

dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten.

(3} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan
pemanfaatan insentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada
peraturan perundangan yang berlaku.

(1

—



BAB X
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 35.

(1) Setiap pejabat  dan  petugas pemungut pajak dilarang
memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang
diketahui atau diberitihukan kepadanya oleh Wajib Pajak
dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan
ketentuan  peratwran  perundangan-undangan  Perpajakan
Dacrah.

(2) Larangan schagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga

lerhadap tenaga ahli yung ditunjuk  oleh Bupati untuk

membantu  dalam  pelaksanaan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan Perpajakan Dacrah.

Dikecualikan dari ketentuan  sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) adadal

a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau
suksi ahili dalam sidang pengadilun.,

b. pejabal dan/alau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupau
untuk memberikan  keterangan kepada pejabat lembaga
Negara  alau  instanst  pemerintah yang  berwenang
melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

(4) Untuk kepentingan ducrah, Bupati berwenang memberi 1zin
tertulis kepada pejabat schagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan tenaga ahli schagaimana dimaksud pada ayat (2), agar
memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari
atau tentang Wajib Pajuk kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemcriksaan di pengadiian dalam perkara
pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan
Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati
dapat memberi izin Llertulis kepada pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dan tcnaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayal (2}, untuk memberikan dan
memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak
yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim schagaimana dimaksud pada ayat (9)
harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat,
keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana
atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang
diminta..

&

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 36

(1) Pejabat  Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagal
penyidik untuk meclakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Dacrah, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Hulkum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimanu dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu  di lingkungan Pemerintah
Kabupaten yang dinangkal oleh pejabat yang berwenang sesual
dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.



(3) Wewenang Penyidik scehagaimana  dimaksud pada ayat (1}
adalah :

a.

g

(4)

menerima,  mencari,  mengumpulkan,  dan  menelit
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
di bidang perpajukan Dacrah agar keterangan atau laporan
lersebut menjacdi lebih lengkap dan jelas;

-meneliti,  mencari,  dan mengumpulkan  keterangan
mengenai orang pribacdi atau Badan tentang kebenaran
perbuatan  yang  dilakukan schubungan dengan  tndak
pidana perpajakan Dacrah;

. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi

atau Badan schubungan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan dacrah;

. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan

bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan
Daerah; ,

. menyuruh  berhenti  dan/atau  melarang  sesecorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,
dan/atau dokumcen vang dibawa,;

.memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Perpajakan Daerah; :
memanggil orang untuk didengar Kketerangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
menghentikan penyidikan; dan/atau

. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daecrah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.,

Penyidik schagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan  penyidikan  dan  menyampaikan  hasil

penyvidikannya kepada Penuntut Umum melalulr Penyidik
pejabat Polisi Negura Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang hukum Acara

Pidana. '

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap
atau melampirkan kelerangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan dacruh dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling kuna 1 (satu) tahun atau pidana denda
paling banvak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar. )
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(2) Wajilb Pajak yang dengan sengaja  lidak menyampaikan
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap
atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan Dacrah dapat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling
lama 4 {empat] kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

Pasal 38

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut

setelah melampaui jangka waktu S (lima) tahun sejak saat

terutangnya  pajak alau  berakhirnya  Masa Pajak  atau
berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak
yang bersangkutan.

Pasal 39
(1) Pejabat, atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang
karena kealpaannya tidak memenulii kewajiban

merahasiakan hal schagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1} dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling
lama ! (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.
4.000.000.00 (emput jula rupiah).

(2) Pejabat, atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang
dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang
yvang menycbabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun
dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tinddak pidana sebagaimana dimaksud
pada  ayal (1) dan avat (2) hanya dilakukan atas pengaduan
orang yang kerahasicannya dilanggar,

(4) Tuntutan pidana scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

~ayat (2} sesuai dengan  sifatnya adatah  menyangkut
kepentingan  pribadi sescorang  atau Badan  selaku Wajib
Pajalk, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 40
Denda scbagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dan Pasal 39
ayal (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41 :
Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 42
Pada saat berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Pidie
Jaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pajak Pengambilan Bahan
Galian Golongan C dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 43
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Dacrah Kabupaten Pidie Jaya.

Disahkan di Meureudu
pada tanggal 1 Juli 2012 M
26 Sya'ban 1433 H

kBUPATI PIDIE JAYA,f

M. GADE SALAM

Diundangkan di Meurcudu
pada tanggal 3 Desember 2012 M
19 Muharram 1434 H

é SEKRETARIS DAERAH KABUPATENL
PIDIE JAYA,

AP

RAMLI DAUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2012 NOMOR . 3.
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II.

PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2012

TIENTANG

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DI KABUPATEN PIDIE JAYA

UMUM

Untuk meningkatkan akuntabilitas  penvelenggaraan  otonomi  daeiabh,
o . 55
Pemerintuh  Kabupaten  dibert  kewenoangan  yang  lebih besar  dalam
o o
perpajakan. Berkaitan dengan  pemberian kewcenangan  lersebut sesua
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusal dan Pemerintahan Dacerah, perluasan
kewenangan perpajakan tersebul dilukukan dengan memperluas basis pajak
. =}
Daerah dan memberikan kewenangan kepada Dacrah dalam penetapan Laril,

Perluasan basis pajak terscbut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang
baik. Pajak tidak menycbabkan ckonomi biaya tinggi dan/atau menghambat
mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah dan kegiatan
ekspor-impor. Berdasarkan pertimbangan tersebut perluasan basis pajak
Daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada,
mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis Pajak baru. Berkaitan
dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari
penetapan taril pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi
masyarakal secara berlebihan, RKabupaten hanya diberi kewenangan untuk
menetapkan taril pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Selain itu, untuk menghindari perang taril pajak antar daerah untuk objek
pajak yang mudah bergerak, dilctapkan juga taril minimum untuk Pajak
tertentu. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, dalam
Qanun ini scbagian hasil pencrimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan Pajak
tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat {1)
Cukup jelas



Ayat (2]
Hurul a

S

Yang dimuksud pengambilan tanah untuk keperluan rumah
tangga adalah pengambilan tanah yang dilakukan langsung

oleh pemililk rumah
angkutan lamny:.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal &
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11 ’
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

‘Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

tersebut,

bukan melalui jasa



Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Ayat (1)

Yune dimaksud dengan “instanst yang melaksanakan pemungutan”
g £ g

adalah

dinas/badan/lembaga  yang [ungsinya

melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentil dilakukan melalui pembahasan yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dengan Dewan
Perwakilan Rakyatl Kabupaten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.



Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati dimaksudkan untuk
menjamin bahwa keruhasiaan mengenai Perpajakan Daerah
ldak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar Wajib
Pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat
mengenai Perpajakan Duacrah lidak ragu-ragu.

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41 _
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas
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